BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB TERHADAP KONSEP
KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN KAWIN SIRRI
(Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)

A. Analisis Tentang Deskripsi Pasangan Kawin Sirri Di Desa Blimbing
Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

Pernikahan secara sirri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo
Kabupaten Kediri merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh sebagian
besar masyarakat dengan maksud untuk menekan pembiayaan dalam
melaksanakan pernikahan yang dianggapnya menghabiskan biaya besar. Di
samping itu, masyarakat beralasan bahwa yang terpenting pernikahan yang
dilaksanakan secara sirri itu tidak bertentangan dengan hukum agama, dalam
arti pelaksanaan nikah secara sirri sudah sah menurut hukum agama.

Dalam acara pelaksanaan nikah sirri masyarakat cukup mendatangan
kyai dan beberapa orang saksi untuk menikahkan dan menyaksikan acara
pernikahan antara seorang perjaka dengan seorang gadis. Biasanya
pelaksanaan pernikahan dilaksanakan pada malam hari dengan dihadiri oleh
masing-masing keluarga mempelai. Acara pelaksanaan pernikahan sirri ini
dilaksanakan dalm bentuk sederhana dengan hidangan seadanya. Setelah
acara pernikahan selesai, maka antara seorang perjaka dengan seorang gadis
tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pasangan suami istri yang sah.
Kemudian mereka tinggal dan berkumpul bersama dalam suatu rumah
tangga membentuk keluarga baru dengan melaksanakan hak dan

kewajibannya sebagai suami istri.
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Pada dasarnya masalah nikah sirri bukanlah merupakan masalah baru
dalam perkembangan bidang hukum. Masalah ini sudah ada sejak zaman
khalifah Umar. Namun sampai sekarang pun masih menjadi perdebatan di
kalangan praktisi hukum.

Perdebatan tentang nikah sirri dikalangan praktisi hukum
dikarenakan adanya kerancuan antara pasal 2 ayat (1) UU No. I/1974 dan
pasal 2 ayat (2) UU No. /1974, dan juga ketentuan pasal 4 KHI.

Pasal 2 ayat (1) UU No. I/1974 menyatakan: “Perkawinan adalah sah
apabila  dilakukan ~menurut hukum masing-masing agama dna
kepercayaanya”. Jadi bagi orang islam yang telah melaksanakan
perkawinannya sesuai dnegan ketentuan hukum islam adalah sah.

pasal 2 ayat (2) UU No. I/1974 menyatakan: “Tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: ‘“Perkawinan adalah
sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 Ayat (1)
UU No. I/1974 tentang perkawinan.

Nampaknya sebagai akibat diktum pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974
tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
Di dalam pasal ini tidak terkesan adanya keharusan mencatat perkawinan,
meskipun dalam pasal 2 ayat 2 sudah ditunjukkan adanya pencatatan
perkawinan. Akibatnya masyarakat yang belum mempunyai kesadaran

hukum yang dalam, memandang pencatatan nikah itu tidak penting. Yang



lebig memprihatinkan lagi ialah ketentuan tersebut mudah dilalui oleh
orang-orang yang hendak kawin lebih dari satu yang sebenarnya sudah
diantisipasi oleh pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974. Namun lebih memilih
nkah sirri daripada memenuhi ketentua-ketentuan pasal 4 dan 5. Hal seperti
itulah yang sering terjadi di masyarakat Desa Blimbing Kecamatan Mojo
Kabupaten Kediri.

Dengan lahirnya UU No. [/1974 dengan peraturan pemerintah no.
9/1975 dan kompilasi hukum islam (sebagai undang-undang khusus untuk
orang islam dalam bidang keperdataan) merupakan perkembangan hukum di
indonesia dan wajib di patuhi.

Tujuan umum penetapan undang-undang tersebut tidak lain demi
kemaslahatan dan kepentingan masyarakat indonesia sendiri yaitu demi
kepastian hukum bagi generasi penerusnya dan menjujung tinggi harkat dan
martabat manusia. Tujuan tersebut tidaklah berbeda dari tujuan umum
penetapan hukum islam yakni untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh
umat manusia, memberi kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadatan.

Firman Allah Swt dalam surat Al-Anbiya’ ayat 107:
Gmdtall Ra35 ) Bl us

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Ketentuan perundangan di atas jelas banyak manfaatnya bagi semua
pihak, terutama yang bersangkutan, dan dapat menolak kekacauan dalam

masyarakat karena dapat diketahui mana kawin yang benar dan tidak benar,



dan semakin majunya ilmu dan teknologi serta budaya manusia tertib
administrasi dan tertib hukum itu mutlak diperlukan.

Jadi pencatatan dan pengawasan pelaksanaan perkawinan adalah
wajib hukumnya untuk mewujudkan ketertiban perkawinan. Hal ini sesuai
dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 KHI yaitu “agar terjamin ketertiban
perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pasal 5
ayat 2 menjelaskan bahwa “pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1
dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22
tahun 1996 dan UU no. 32 tahun 1954”. Menurut pasal 6 ayat 1 bahwa
“untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5 bahwa setiap perkawinan harus
dilangsungkan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah”. Dan pasal 6
ayat 2: “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat
nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Kesimpulannya bahwa pencatatan perkawinan itu wajib hukumnya
dan nikah sirri sebagaimana yang telah terjadi di Desa Blimbing Kecamatan
Mojo Kabupaten Kediri adalah tidak dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan,
karena kurang memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan secara yuridis.
Selain itu perkawinan tersebut tidak menjamin akan terwujudnya
pembentukan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang kekal dan abadi,
akan tetapi terhadap nikah sirri yang sudah terlanjur dilaksanakan dapat
diajukan itsbat nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan

No. I tahun 1974.



B.

Analisis Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Konsep Keluarga Sakinah
Bagi Pasangan Kawin Sirri Di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten
Kediri

Sebelum menganalisis konsep M. Quraish Shihab, patut
diketengahkan pendapat ihromi bahwa teori pertukaran dalam sosiologi
melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan
kewajiban serta “penghargaan dan kehilangan” yang terjadi di antara
sepasang suami-istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi
dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang
sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka berbeda, maka proses
pertukaran dalam perkawinan ini harus dirundingkan serta disepakati
bersama.5?

Berdasarkan keterangan sebelumnya, maka konsep M. Quraish
Shihab sebagaimana telah dibentangkan sebelumnya pun menegaskan
tentang upaya untuk mempertahankan hubungan antar pasangan hidup.
Namun demikian M. Quraish Shihab menyadari bahwa dalam membangun
rumah tangga yang sakinah tidak secara otomatis terwujud melainkan harus
diperjuangkan. Untuk merumuskan apa itu rumah tangga demikian sulit
karena masalah rumah tangga berdimensi sangat luas sehingga faktor
pendukung untuk membentuk keluarga sakinah pun tidak cukup ditentukan
oleh dua atau tiga faktor. Namun demikian, M. Quraish Shihab mempunyai

pandangan bahwa paling tidak ada tiga faktor yang harus diperhatikan yaitu
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pertama, tentang memilih pasangan hidup, kedva, masalah pemahaman
tentang seks, ketiga, tentang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami
istri.

Dalam hidup berumah tangga, masing-masing suami dan istri
mempunyai beberapa hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal
yang mempunyai hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lain.
Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri, dan sebaliknya apa
yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami. Dari berbagai hak dan
kewajiban suami dan istri tersebut, tidak semuanya akan terpenuhi.
Perkawinan yang sah pun bisa melalalaikan hak dan kewajibannya.

Dalam hal ini, konsep keluarga sakinah bagi pasangan kawin sirri pun
juga sama dengan perkawinan yang sah dimata hukum. Namun, hanya saja
dari perkawinan sirri tersebut mereka tidak mendapatkan perlindungan
hukum ketika ada masalah yang terjadi. Akibatnya antara lain, anak yang
dilahirkan dari pasangan perkawinan tersebut berkedudukan sebagai anak
sah secara syar’l, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Anak yang
berstatus hukum yang lemah atau lumpuh, sehingga hak-haknya tidak dapat
ditegakkan.

Banyak sekali pasangan kawin sirri yang ada di Desa Blimbing tidak
dapat membangun keluarga sakinah seperti yang diharapkan. Suami yang
tiba-tiba pergi tanpa alasan dan menikah lagi dengan wanita lain pun juga
banyak di Desa Blimbing. Ini disebabkan karena kurang komunikasi dan

banyaknya perbedaan pendapat yang tidak bisa disatukan menjadikan



komitmen untuk membina rumah tangga yang baik hanya berujung dengan
perpisahan.

Kebahagiaan keluarga merupakan salah satu tujuan yang ingin
dicapai oleh mereka yang mendirikan rumah tangga. Untuk mendapatkannya
maka tidak sedikit usaha dan pengorbanan yang ikhlas oleh setiap suami dan
istri serta mereka selalu meningkatkan usaha agar menambah dan
melestarikan sesuatu yang telah dimilikinya.

Bermacam-macam nilai dan ukuran manusia tentang perasaan
bahagia itu sendiri. Ada sementara orang menilai dan memandangnya dari
segi material yang dimiliki, ada pula dari segi-segi rohaniah, serta banyak
pula yang memandangnya dari segi-segi keduanya secara utuh dan bulat.
Namun tidak sedikit pula orang menganggap dan memandang kebahagiaan
keluarganya itu sebagai suatu rahasia yang jauh terpendam di dalam diri
masing-masing penegak sebuah rumah tangga, yaitu di dalam diri suami dan
isteri yang menjadi pendukung dan penegak sebuah rumah tangga.

Taraf kebahagiaan seseorang sangat ditentukan oleh beberapa
keadaan dan faktor, seperti: pemilikan harta benda secukup kebutuhan,
kemampuan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga,
kedewasaan diri dalam setiap aspeknya, kesehatan badan dan batin, serta
keadaan seksualitas suami-isteri dalam keluarga tersebut.

Banyak usaha-usaha yang telah dijalankan untuk menghindari jangan
sampai adanya hal-hal yang merugikan dalam kehidupan keluarga, namun

kadang-kadang usaha itu belumlah menampak. Dengan berkembangnya



zaman yang begitu pesat, hal ini dapat berakibat kadang-kadang individu
kehilangan pegangan, sehingga dapat menimbulkan keadaan yang cukup
rumit dalam kehidupan keluarga yang dapat berakibat cukup fatal.

Kenyataan menunjukkan bahwa cukup banyak pasangan kawin sirri
di Desa Blimbing yang mengalami keretakan akibat kurang adanya
pengertian antara suami istri, yang dapat berakibat cukup jauh antara lain
terlantarnya anak-anak, putusnya hubungan antara suami istri, dan bentuk-
bentuk yang lain. Untuk menjaga agar hal tersebut tidak berkembang dengan
subur, maka dengan konsep M Quraish Shihab dan hukum islam diharapkan
dapat meminimalisir perkawinan sirri yang terjadi di Desa Blimbing
Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan memperkecil ataupun meniadakan
hal-hal yang tidak diharapkan dalam kehidupan keluarga, sehingga
kebahagiaan dalam keluarga dapat dicapainya.

Berdasarkan uraian di atas maka apabila dianalisis, bahwa fungsi
penerapan konsep keluarga sakinah bagi pasangan kawin sirri yakni
membantu agar suami dan istri dapat menjalani kehidupan berumah tangga
secara benar, bahagia dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul
dalam kehidupan perkawinan. Meskipun perkawinan tersebut tidak
mendapatkan perlindungan hukum, setidaknya pasangan kawin sirri dapat

membangun rumah tangga yang baik dan nyaman.





